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BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG
IZIN USAHA KETENAGALISTR!KAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,

. bahwa listrik merupakan energi yang sangat diperlukan dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari;

. bahwa untuk memenuhi energi listrik sebagaimana dimaksud pada huruf

“a” perlu diatur mengenai tata cara perizinannya untuk penataan dan
pengendalian ketenagalistrikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”
dan “b” diatas dipandang perlu diatur izin usaha ketenagalistrikan dalam
suatu Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

(Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049):

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang
Tenaga Listrik (Lembaran Negrara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603)



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Keria Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (L.embaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);

10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Dasrah Kabupaten
Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009
Nomor 4);

11.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

1.

2.
3.
4

10.

1.

Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.

Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.

Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan,
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat.

Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan
Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat selanjutnya
disebut KP2SP-PM.

Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan
Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.

Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM dari unsur instansi teknis
yang melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan pada
KP2SP-PM.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat
Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan
perizinan.

Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut iIUKS adalah
wewenang yang diberikan kepada koperasi, swasta dan badan usaha milik
negara/daerah dan lembaga negara lainnya untuk membangkit listrik bagi kepentingan
sendiri di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, selanjutnya disebut
PIUKS adalah Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau lembaga
negara/daerah lainnya yang mendapat wewenang untuk melakukan uszha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum adalah usaha
pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi
kepentingan umum.

[zin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum disebut IUKU adalah wewenang
yang diberikan untuk koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah untuk
kepentingan umum.
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Pemegang lzin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut
PIUKU adalah Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang mendapat
wewenang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan adalah izin usaha yang diberikan kepada
Badan Hukum untuk melakukan pekerjaan jasa penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik.

Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil
dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang
digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan
tenaga listrik.

Pembangkit tenaga listrik adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan
perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperiukan.

Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sama dengan
atau di atas 70.000 Volit (70 kV).

Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di bawah
70.000 Volt (70 kV).

Ketenagalistrikan daerah adalah usaha tenaga listrik yang jangkauan operasi maupun
penggunaan energi primernya terbatas dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-
menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan.
Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-
waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada
waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik.

Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk
kegiatan yang bersifat sementara.

Tahap Pembangunan adalah kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan
selesainya pembangunan atau pemasangan instalasi.

Tahap Eksploitasi adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dengan
pengoperasian instalasi.

jzin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha dan atau perorangan
untuk melaksanakan kegiatan ketenagalistrikan.

Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Perusahaan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan adalah Badan Usaha yang melakukan
kegiatan usaha jasa di bidang ketenagalistrikan.

BAB Il
JENIS-JENIS TENAGA LISTRIK DAN PENGUSAHAANNYA
Pasat 2

Menurut Sumber Pembangkitnya tenaga listrik terdiri dari :

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAnN),

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB),

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Gambut;

Pembangkit Listrik Energi Samudra {panas laut, pasang-surut, gelombang).
Usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha :

a. pembangkit tenaga listrik;

b. transmisi tenaga listrik;

c. distribusi tenaga listrik.

Usaha Penunjang Ketenagalistrikan meliputi :

a. konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;

b. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan:

¢. pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
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BAB il
PERIZINAN
Bagian Pertama
Ketentuan Izin
Pasal 3

(1) Setiap usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, kepentingan umum dan usaha
jasa penunjang dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati melalui KP2SP-
PM.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. IUKS Tahap Pembangunan;

b. IUKS Tahap Ekspioitasi;

¢. [UKU Tahap Pembangunan,

d. IUKU Tahap Eksploitast,

e. |1zin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan.

Pasal 4

IUKS, IUKU dan Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalisirikan tidak termasuk izin
keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan
dan pengoperasian.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha, Pengguna dan Kapasitas Pembangkit
Pasal §

(1) IUKS dan IUKU dapat diberikan kepada :
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha swasta;
d. koperasi,
e. perorangan.
(2) 1zin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dapat diberikan kepada :
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
¢. badan usaha swasta,
d. koperasi.
(3) Menurut sifat penggunaannya usaha ketenagalistrikan dibedakan atas :
a. penggunaan utama,
b. penggunaan cadangan,
c. penggunaan darurat;
d. penggunaan sementara.
(4) Kapasitas pembangkit digolongkan atas:
a. daya kapasitas terpasang kurang dari 25 kVA tidak wajib daftar,;
b. daya total kapasitas pembangkit terpasang 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib
daftar;
¢. daya total kapasitas pembangkit diatas 200 KVA wajib memiliki izin;
d. IUKU tanpa batas kapasitas seluruhnya wajib memiliki izin.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 6

(1) Masa berlakunya izin ketenagalistrikan diberikan untuk :
a. IUKS Tahap Pembangunan dapat diberikan untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun
dan dapat diperpanjang;
b. IUKS Tahap Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang ;



1)

i)

¢. lUKU Tahap Pembangunan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang;

d. IUKU Tahap Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka wakiu paling lama 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang;

e. Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan dapat diberikan untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Kepemilikan Izin dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan Izin
Pasal 7

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan cara mengisi
formulir permohonan yang disediakan oleh KP2SP-PM dengan melengkapi persyaratan
masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
a. lzin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri (1UKS).
surat permochonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM,
fotokopi identitas diri / kartu tanda penduduk penanggungjawab.
akte pendirian perusahaan.
gambar tata letak lingkungan.
gambar denah instalasi.
gambar diagram garis tunggal instalasi.
uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik.
persetujuan studi AMDAL/UKL/UPL.
Membuat Surat Pernyataan di atas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang
digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.
b. Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum (IUKU)

1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;

2. fotokopi identitas diri / kartu tanda penduduk penanggungjawab.

3. akte pendirian perusahaan.

4. gambar tata letak lingkungan (site plant).
5. gambar denah instalasi.
6
7
8
9
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gambar diagram garis tunggal instalasi.

uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik.

persetujuan uji AMDAL/UPL/UKL.

. denah wilayah usaha.
10. jadwal pendanaan & pengoperasian.

¢. Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan
surat permohonan kepada Bupati melaiui KP2SP-PM;
fotokopi nomor wajib pokok pajak badan usaha/perorangan,
sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
daftar riwayat hidup pimpinan badan usaha.
daftar riwayat hidup penanggungjawab teknik.
sertifikat penanggungjawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya.
daftar tenaga kerja tetap,
daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi.

DN A WLON

Pasal 8

Perubahan permohonan izin yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis kepada Bupati
melalui KP2SP-PM dengan ketentuan persyaratan sama dengan pengurusan izin baru.

Bagian Kelima

Proses Penerbitan izin
Pasal 9

(1) Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM.



